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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Ancaman Keamanan
Maritim ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan
tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
berbagai aspek pembangunan daerah dalam kaitannya dengan keamanan
maritim, yang menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan
nasional dan regional.

Buku ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari ruang lingkup
pembangunan daerah, kerangka konseptual pembangunan daerah, hingga
kebijakan dan perencanaan yang berperan dalam mengatasi tantangan
keamanan maritim. Selain itu, pembahasan juga mencakup sumber daya
alam, infrastruktur, ekonomi daerah, serta keuangan dan pendanaan yang
berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Tidak kalah penting,
buku ini juga mengulas aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat,
pemerintahan daerah dan desentralisasi, serta partisipasi masyarakat
dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat
memahami kompleksitas ancaman keamanan maritim serta kaitannya
dengan berbagai faktor pembangunan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Terima kasih kepada para akademisi, praktisi, dan seluruh
pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, serta inspirasi dalam
proses penulisan buku ini. Tanpa kerja sama dan kontribusi berbagai pihak,
buku ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Kami berharap bahwa buku ini dapat memberikan manfaat bagi para
pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi kebijakan, maupun
masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu keamanan
maritim dan pembangunan daerah. Semoga buku ini dapat menjadi
referensi yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman dan
kesadaran akan pentingnya keamanan maritim dalam mendukung
pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik



dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan
buku ini di masa mendatang.

Maret, 2025
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BAB 1

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Studi pembangunan adalah studi interdisipliner (mencakup ekonomi,
ilmu politik, sosiologi, psikologi, budaya, sejarah, dll.) yang berfokus pada
interaksi antara negara berkembang dan negara maju, dan antara negara
berkembang itu sendiri. Pengembangan studi pembangunan menjadi
semakin penting saat ini karena masalah pembangunan menjadi semakin
kompleks tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju.
Masalah pembangunan paling umum yang dihadapi semua negara adalah
kemiskinan, kesenjangan, lingkungan dan ketidakadilan. Pembangunan
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dimulai pada tahun
1970-an. Ini tentang membangun ekonomi yang bertujuan untuk
menghilangkan kemiskinan dan membangun masyarakat yang sejahtera.
Ketika mempertimbangkan pembangunan di negara berkembang, isu-isu
seperti yang disebutkan di atas umumnya selalu berada di garis depan.

Pembangunan Indonesia tidak akan lepas dari pembangunan daerah
yang ada dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maju
mundurnya pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh
perkembangan pembangunan daerah. Untuk itu kebijakan pembangunan
nasional harus satu kesatuan dengan pembangunan daerah. Jika mengacu
kepada bidang ekonomi maka pembangunan ekonomi daerah adalah
suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola
sumberdaya — sumberdaya yang ada dan bersama sama mengambil
inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta
partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya -
sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya —
sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun
perekonomian daerah (Jamaludin, 2016).
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BAB 2
KERANGKA KONSEPTUAL

PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam
upaya mencapai kesejahteraan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai sebuah konsep, pembangunan daerah berfokus pada optimalisasi
potensi lokal guna meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan
lingkungan di suatu wilayah tertentu. Dalam konteks Indonesia,
keberagaman geografis, demografis, serta potensi sumber daya alam di
berbagai wilayah menjadikan pembangunan daerah sebagai tantangan
sekaligus peluang yang perlu dikelola secara strategis. Pentingnya
pembangunan daerah tidak hanya bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan antardaerah tetapi juga untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Kerangka konseptual pembangunan daerah berperan sebagai panduan
dalam memahami, merencanakan, dan mengevaluasi berbagai upaya
pembangunan yang dilakukan di tingkat lokal. Sebagai sebuah peta
konseptual, kerangka ini memungkinkan para pemangku kepentingan
untuk mengidentifikasi  faktor-faktor utama yang memengarubhi
keberhasilan pembangunan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Dalam hal ini, kerangka konseptual berfungsi tidak hanya
sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk
memastikan efektivitas program-program yang dijalankan.

Indonesia telah mengadopsi desentralisasi sebagai pendekatan utama
dalam pembangunan daerah sejak era reformasi. Dengan memberikan
otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah, diharapkan setiap
wilayah mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, implementasi
desentralisasi juga menghadirkan berbagai tantangan, termasuk
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BAB 3

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IDEAL

Peningkatan kualitas kehidupan warga, memajukan kesejahteraan dan
meningkatkan motivasi kemandirian, serta memberdayakan masyarakat
lokal supaya dapat bersaing secara nasional merupakan kunci sukses dari
pembangunan daerah (Purnomo et al., 2024; Suparmoko, 2020). Melalui
aparatur pemerintah daerah, kebijakan dan perencanaan pembangunan
nasional dijabarkan dalam langkah-langkah strategis yang sesuai untuk
memajukan daerah. Selain mengandalkan alokasi anggaran dari
pemerintahan pusat, pembangunan daerah juga memerlukan sumber
daya dan kreativitas lokal agar dapat menghasilkan kemajuan yang
berdaya guna bagi masyarakat. Apabila pendapatan daerah dari sumber
daya, khususnya dari alam dan infrastruktur layanan jasa memadai,
pemasukan daerah tidak akan mengalami kendala besar dalam
mewujudkan visi dan misi pembangunan. Namun, tidak semua daerah
memiliki keberuntungan tersebut. Bagi daerah-daerah yang tidak memiliki
penghasilan dari sumber daya alam dan layanan jasa strategis, pemerintah
daerah jelas memerlukan ide-ide kreatif dan inovatif agar dapat terus
memutar roda aktivitas pembangunan. Di sinilah letak pentingnya fungsi
kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pada bab ini, konsep kebijakan pembangunan daerah dipahami
sebagai panduan dan pedoman yang mengarahkan tujuan dan sasaran
pembangunan di sebuah wilayah (Zamaya & Tampubolon, 2021).
Panduan dan pedoman tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk
regulasi, peraturan, serta program-program yang dirancang untuk
menunjang kemajuan daerah. Kebijakan pembangunan daerah ada yang
bersifat khusus atau khas pada daerah tersebut, tetapi tidak dapat
berbeda dari regulasi umum yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
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BAB 4

SUMBER DAYA ALAM
DAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidupnya. Sumberdaya alam memiliki peran ganda, vyaitu
sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan
penopang sistem kehidupan (life support system). Atas dasar fungsi ganda
tersebut, sumber daya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang
untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Berbagai
permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya
alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan berdampak besar bagi
kehidupan makhluk di bumi terutama manusia yang populasinya semakin
besar. Problem lingkungan yang saat ini terjadi tidak lepas dari perilaku
manusia yang secara sadar maupun tidak sadar telah merubah ekosistem
bumi menjadi terancam keseimbangannya. Manusia sebagai salah satu
bagian dalam sistem kehidupan terlalu berlebihan dalam memanipulasi
alam demi peningkatan kesejahteraannya tanpa berpikir terhadap dampak
negatif pada keberlangsungan kehidupan itu sendiri (Nurul Inayah, 2014).

Kerusakan lingkungan pada saat ini semakin bertambah parah, dan
merupakan fenomena yang hampir tiap hari dapat dilihat. Kelalaian dan
dominasi manusia terhadap alam, serta pengelolaan lingkungan yang tidak
beraturan membuat segala unsur harmoni dan sesuatu yang tumbuh
alami berubah menjadi kacau dan sering berakhir menjadi bencana. Tiga
dasawarsa terakhir ini kita menyaksikan Indonesia menggantungkan hidup
dan perekonomiannya pada kesuburan sumber daya alam (SDA) yang
melimpah. Ketergantungan manusia akan alam tersebut telah berdampak
pada pengurasan isi perut bumi yang kemudian menyisakan lobang-lobang
raksasa, pencemaran udara dan air, serta sisa galian yang memerlukan
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BAB 5
INFRASTRUKTUR DALAM

PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan dasar atau fondasi yang sangat penting bagi
suatu wilayah dalam mendukung pembangunan. Pada literatur ekonomi
pembangunan, infrastruktur sering kali diartikan sebagai aset fisik dan
non-fisik yang melayani dan mendukung pelaksanaan berbagai macam
aktivitas ekonomi dan sosial dalam suatu daerah. Artinya, infrastruktur
bukan sebatas jalan dan jembatan, melainkan termasuk didalamnya
adalah jaringan telekomunikasi, akses rumah sakit dan fasilitas kesehatan
lainnya, akses masyarakat atas pendidikan, akses atas air bersih dan
lainnya. Infrastruktur sendiri pada dasarnya merupakan modal yang
dipergunakan suatu daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi yang
ada. Menurut teori growth pole, Francois Perroux (1950) menerangkan
bahwa pembangunan tidak akan mudah terjadi dalam sistem yang
homogeneous, sebaliknya pembangunan akan lebih memusat di “pusat-
pusat pertumbuhan” yang biasanya daerah itu didukung oleh infrastruktur.
Pusat tersebut kemudian akan menarik aktivitas lain, sebagai dampaknya
wilayah sekitarnya akan dikuatkan oleh adanya efek pengganda.. Berarti
infrastruktur yang memadai dapat memunculkan atmosfir magnet untuk
pemusatan investasi yang berasal dari sektor pemerintahan sehingga lebih
dikenal dengan istilah Push Factor. Selain itu, dalam pembangunan
sinergis, peran infrastruktur tidak hanya bersifat eksternal tetapi
infrastruktur bersirkulasi dengan manusia dan lingkungan. Secara sosial,
peran infrastruktur sangat penting. Sebagaimana yang diutarakan oleh
Amartya Sen (1999) dalam Development as Freedom bahwa pembangunan
merupakan proses pemberdayaan manusia. Infrastruktur seperti sarana
kesehatan, pendidikan dan transportasi mengarahkan masyarakat untuk
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BAB 6

EKONOMI DAERAH DAN
PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan perubahan mendasar dari struktur sosial,
sikap masyarakat, institusi-institusi nasional, menjaga akselerasi
pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan
kemiskinan (Todaro & Smith, 2017). Tiga komponen dasar yang harus
dipenuhi dalam pembangunan, komponen dasar tersebut merupakan
basis konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan
yang hakiki (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2018). Ketiga komponen
dasar tersebut adalah 1) kecukupan (sustenance) memenuhi kebutuhan
pokok; 2) meningkatkan rasa harga diri/jati diri (self-esteem); 3)
kebebasan (freedom) untuk memilih. Pembangunan daerah merupakan
upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan
memanfaatkan sumber daya daerah (Saragih, 2015; Rustiadi et al., 2018).

Penerapan konsep pengembangan ekonomi wilayah harus disesuaikan
dengan potensi sumber daya yang dimiliki daerah, permasalahan dan
kondisi wilayah bersangkutan (Sumpeno, 2011). Pengembangan ekonomi
wilayah merupakan gambaran tentang hubungan yang harmonis antara
sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi dengan
memperhitungkan daya tampung serta daya dukung lingkungan untuk
memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi wilayah dalam
jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya
alam dan potensi pengembangan lokal wilayah (Friedmann & Alonso,
2008). Potensi sumber daya yang dimiliki satu wilayah dengan wilayah
lainnya sangat beragam dan berbeda, sehingga dalam menetapkan
aktivitas ekonomi masyarakat perlu dipahami terlebih dahulu karakteristik
dan tipologi dari wilayah tersebut (Amelia, 2022).
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BAB 7
KEUANGAN DAN PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan darah bagi seluruh proses Pembangunan pada
tingkatan Nasional maupun Daerah hingga Pedesaan. Akuntabilitas
pengelolaan Keuangan Negara menjadi suatu prasyarat lancarnya suatu
proses Pembangunan. Isu tentang Keuangan Negara selalu mendominasi
berbagai diskursus di berbagai media.

Pengertian Keuangan Negara diambil dari istilah Public Finance yang
diartikan sebagai The financing of the goods and services provided by
national and local government through taxation or other means (Oxford
Reference, 2011). Pemerintah Indonesia pada Undang-Undang Keuangan
Negara no 17 Tahun 2003 mendefinisikan Keuangan Negara sebagai
“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut”. Pengertian ‘hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang’
ini mengandung arti bahwa ruang lingkup Keuangan Negara bukan hanya
terkait uang kas atau setara kas, namun di dalamnya termasuk hak dan
kewajiban terkait Keuangan Negara seperti pajak, aset, hutang piutang,
atau investasi.

Berdasarkan UU tersebut, ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melakukan pinjaman

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

Penerimaan negara dan daerah

Pengeluaran negara dan daerah

5. Kekayaan negara dan daerah

W
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TUGAS DAN EVALUASI

1. Apa pengertian dan ruang lingkup Keuangan Negara dan Daerah?

2. Apa pengertian Public Financial Management dan bagaimana
penerapannya di Indonesia?

3. Apa model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di
Indonesia?

4. Apa saja bentuk Dana Transfer Daerah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah di Indonesia?

5. Apa saja mekanisme yang ada untuk pendanaan Pembangunan
Daerah di Indonesia?
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BAB 8

PEMBANGUNAN SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua
konsep yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup komunitas. Pembangunan sosial berfokus pada
perbaikan kondisi sosial melalui penyediaan layanan dasar, pendidikan,
dan kesehatan, sementara pemberdayaan masyarakat menekankan
peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif
dalam proses pembangunan. Menurut Suaib (Suaib, 2023), partisipasi
masyarakat dalam pembangunan sangat penting, baik sebagai objek
maupun subjek pembangunan. Proses pemberdayaan sebaiknya dimulai
dari adanya keinginan dan komitmen, serta saling kepercayaan yang
membentuk adanya saling percaya satu sama lain, sehingga diharapkan
melahirkan partisipasi yang didukung oleh lingkungan yang kondusif.

Selama setengah abad terakhir, pembangunan sosial telah menjadi
bidang praktik dan studi yang khas. Meskipun sebagian besar berfokus
pada upaya praktis seperti mengurangi kemiskinan, melibatkan
masyarakat lokal dalam proyek komunitas, mendorong akumulasi aset,
dan mendukung usaha kecil, pembangunan sosial telah dibentuk oleh
penelitian dan konsep teoritis. Wawasan akademis tentang pembangunan
sosial mengacu pada sejarah intelektual yang panjang dan kembali dapat
ditelusuri dari ide-ide sosial lama, studi oleh para pemikir seperti Marx,
Hobhouse, dan Veblen, serta kontribusi masukan yang lebih kontemporer
dari para ekonom pembangunan seperti Myrdal, Seers, dan Sen, antara
lain. Kontribusi tersebut juga dipengaruhi oleh praktisi dan aktivis
komunitas yang telah memainkan peran utama dalam membentuk praktik
pengembangan sosial. Inovasi yang lebih baru dalam usaha mikro dan
aktivitas serupa juga telah dikaitkan dengan bidang tersebut. Pengaruh
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BAB 9
PEMERINTAHAN DAERAH

DAN DESENTRALISASI

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam tata
kelola negara modern. Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah
memainkan peran strategis dalam menjalankan fungsi administrasi,
pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Keberadaan
pemerintahan daerah tidak hanya mencerminkan wupaya untuk
mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk
aktualisasi prinsip demokrasi yang menghargai keberagaman kebutuhan
lokal. Seiring dengan perkembangan global, desentralisasi telah menjadi
tren utama dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, desentralisasi
bukanlah konsep baru. Proses ini berakar pada sejarah panjang
perjuangan bangsa dalam menemukan model pemerintahan yang sesuai
dengan karakteristik geografi, budaya, dan dinamika politik. Setelah era
sentralisasi yang dominan pada masa Orde Baru, Reformasi 1998 menjadi
tonggak penting yang menegaskan perlunya desentralisasi sebagai
landasan bagi penguatan otonomi daerah. Namun, pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia tidak luput dari tantangan. Ketimpangan fiskal,
kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi, dan potensi konflik
kepentingan politik lokal adalah beberapa isu yang sering menjadi sorotan.
Di sisi lain, desentralisasi juga membuka peluang besar bagi daerah untuk
berinovasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat
pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian dan  praktik internasional menunjukkan bahwa
desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pemerintah,
akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat lokal
(Rondinelli, 1989: 45). Namun, implementasi desentralisasi di Indonesia
menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah kapasitas
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BAB 10
PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses
pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan
masyarakat, pembangunan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan lokal,
sehingga hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh semua lapisan.
Partisipasi ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Selain itu,
keterlibatan aktif masyarakat mendorong rasa memiliki terhadap proyek
pembangunan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan potensi
konflik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tetapi
juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan kemajuan yang berakar
pada potensi lokal dan memperkuat daya saing daerah secara keseluruhan.

B. PENGERTIAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan
dan pelayanan pemerintah. Partisipasi itu memiliki arti yang penting
dalam kegiatan pembangunan (Kaehe dkk, 2019). Partisipasi berasal dari
bahasa latin partisipare yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia
mengambil bagian atau turut serta (Sudiyono, 2016). Kemudian dalam
bahasa inggris “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk
membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam
kegiatan suatu organisasi (Ngongare dkk, 2019). Menurut Noer (2022),
Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada
masyarakat. Ada interaksi antara organisasi pembuat keputusan dan
orang-orang yang ingin berpartisipasi.
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BAB 11

TANTANGAN DAN MASALAH
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan oleh
Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di daerah.
Pada bab ini akan dibahas mengenai konsep serta ruang lingkup
pembangunan daerah. Kemudian tahapan-tahapan apa saja yang harus
dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.
Materi berikutnya adalah ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk
melakukan perencanaan pembangunan, serta tantangan dan solusi yang
dihadapi ketika pembangunan daerah dilakukan.

B. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN DAERAH

Secara terminologis, pembangunan selalu berkaitan dengan istilah
development, modernization, westernization, empowering,
industrialization, economic growth, europanization, dan political change.
Identifikasi tersebut lahir dikarenakan pembangunan memiliki makna yang
multiinterpretable (Afandi dkk, 2021). Menurut Yamin & Haryanto (2017),
Pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat menuju
keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana
yang ada dalam konstitusi. Dalam proses transformasi tersebut, terdapat
dua hal yang perlu diperhatikan yakni keberlanjutan dan perubahan.
Pembangunan merupakan proses yang historical, sebuah proses yang
bergulir dari waktu ke waktu sehingga tidak akan pernah berhenti. Dalam
Pembangunan terjadi perubahan struktur fisik atau material, dan
perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa
manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dalam kehidupan
(Jamaludin, 2016).
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